
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

I SALINANJ

Menimbang

Mengingat

PER/\TURAN GUBERNUR PROVINSI DAEHAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 343 TAHUN 2014

TENTANG

FEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M/IH'£I ESA

GUBE,(~IUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBLJKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan "asal 183 ayat (2) Peraturan
Daerah NomoI' 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daera.l dan
Prlsal 49 Peraturan Gubemur Non'or 235 Tahun 2014 le'ltang
'J-ganisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi, perlu
Inenetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Or9a -Jisasi
dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkira,';

'1. Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota J<1I<arta sebagai Ibukota Negara
.I<:esatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang Pemb:,n':lJkan
Peraturan Perundang-undangan;

t3. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun .2014 tentang Aparai.ur Sipil
i~egara;

i. Undang-Undang NomoI' 23 Tahur, 2014 tentang Pem61,ntahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pel':ler'intah
Pengganti Undang-Undang NomoI' 2 TahlJn 2014;

&. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 tentang Admilistrasi
i"emerintahan;
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9, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahur 2(05 tentang Pengelolaan
[<euangan Badan Layanan Umum;

1G, Paraturan Pemerintah Nomor 38 Tahull 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
'Jang NegaralDaerah;

12. t"eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
I"erangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahur. 2014 tentang Pengelolaan
3arang Milik Negara/Daerah;

14. "eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentano
;"edoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Da!:311l
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. I"eraturan Menteri Negara Pendayauunaan Aparatur Nennra
[\Iomor PERI02/M.PAN/1/2007 tentarg Pedoman Organis3si
::;atuan Kerja di Lingkungan Instansi Pernerintah yang Menerapkan
I"ola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

16. I"eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
F\~doman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

17. IOeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang
P~Jla Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ib:Jkota Jakarta;

18. ?eraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. :)eraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

22. F'eraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non
F'egawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit KE:rja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Provin:;i Daerah Khusus Ibukota
,Iilkarta;

23. f'eraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pole.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan ,Jmum Daerah;

24. f'eraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi
clan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN:

PERl\ rURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur p.myelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibubta Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Inspeklorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutr·ya disingkat BKD ad81an
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah ~ husus Ibukota Jakarta.

9. Biro O:ganisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Orga:li:;asi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan
Tramp'Jrtasi Provins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhu,Jungan dan Transportasi
Provin~,i Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Unit P'3f1gelola Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas
Perhubungan dan Transportasi.

13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran.

14. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal 'Jnit
PengelC'la Perparkiran.

15. Parkil' adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberaoa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.

16. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
parkir.

17. Satuan I<erja Perangkat Daerah yang selanjutllya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah I<husus Ibukota Jakarta.

18. Unit KmJa Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
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19. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegaw&i Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dlangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu .Iabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perund " ng-undangan.

20. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipii Negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

21. Pegawi3i Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indone",ia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

22. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan
dan Tr"nsportasi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layallan Umum Daerah Secara Penuh.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daer'ah
(PPK BLUD).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

(1) Unit P,mgelola Perparklran rnerupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perhubungan dan Transportasi dalam pelaksanaan pengelolaaOl
Perparldran.

(2) Unit P""lgelola Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang
berkGdlJdukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal4

(1) Unit Pengelola Perparkiran mempunyai tugas mergelola perparkiran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Pengalola Perparkiran menyelenggarakan fung 51 :

a. penyusunan rencana strategis dan renC3n: kerja dan anggarar./
rene'.lna bisnis anggaran Unit Pengelola Perparkiran;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/
re,leana bisnis anggaran Unit Pengelola Perparkiran;

c. pen~lusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan perparkiran;
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d. penyusunan reneana kebutuhan, penyejiaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana perparkiren;

e. pelav.sanaan perhitungan biaya jasa pelayanan perparkiran;

f. penyelenggaraan pelayanan perparkiran di tempat parkir;

g. pengaturan teknis kelanearan lalu lintas di tempat parkir;

h. pernungutan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban
penerimaan retribusi parkir;

i. pel3ksanaan koordinasi pengelolaan, pengdwasan, pengendalian dan
penertiban parkir;

J. penjagaan ketertiban dan keamanan serta pemeliharaan kebersihan di
tempat parkir;

k. pelCiksanaan monitoring, pengawasan lokasi dan pembinaan
penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan;

I. p'"lclksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sar<ina parkir milik Pemerintah Daerah;

m. pelclksanaan penataan, pengawasan dan p"mbinaan penyelenggaraan
p",r~.arkiran pada badan jalan dan luar badan jalan;

n. pelCiksanaan kerja sama teknis pengelolaan perparkiran;

o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan aeara Unit Pengelola
Pl3rparkiran;

p. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Perparkiran;

q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit
Pengelola Perparkiran;

r. pe,ngelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola
Perl'~arkiran;

s. pe:l(Jelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Perparkiran; dan

1. pelar,oran dan pertanggungjawaban pelaks2naan tugas dan fungsi Unit
Pen·~elola Perparkiran.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunarl Organisasi Unit Pengelola Perparkira'1, terdiri dari :

a. Kepala Unit;

b. Si.lbtdgian Tata Usaha;

e. Subbagian Keuangan;

d. Satu<,n Pelaksana Pelayanan dan Penertibcii;

e. S"tL Cl:l Pelaksana Prasarana dan Sarana;

f. Satuan Pengawas Internal; dan

g. Sul::kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) BSQ<lil Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. mernimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Perparkiran sebagaimana dimak:oud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana.
Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPD/UKPD dan/atau
Inst2nsi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fLingsi
Unit Pengelola Perparkiran; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas daT" fungsi
Uni': Pengelola Perparkiran.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata U<uha

Pasal7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksallaan
adrninistrasi umum Unit Pengelola Perparki;an

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rnernbantu Kepala Unit dalam mernimpin dan rnengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran serta
rnengoordinasikan Subbagian Keuangan dan Satuan Pelaksana.

(4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta
anggaran/rencana bisnis anggaran Unl~ Pengelola Perparkiran sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis jan dokumen pelak:oanaan
anggaran/rencana bisnis anggaran Ur.il Pengelola Perparkiran s8suai
dengan lingkup tugasnya;

c. meiaksanakan kegiatan kerumahtan!Jgaan, surat menyuro:t dan
kearsipan Unit Pengelola Perparkiran;

d. rllelaksanakan pengelolaan kepegawc>ian dan kinerja Unit Pengelola
t'erparkiran;

6. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kerja Unit Pengelola Perparkiran;
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f. ll1elaksanakan pengelolaan kegiatan dan pengaturan acara Unit
Pengelola Perparkiran;

g. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor
Unit Pengelola Perparkiran;

h. menyusun standar ketersediaan, prosedur penyediaan, pemeliharaan,
kelaikan dan perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran;

i. menyusun standar prosedur informasi teknologi, pelayanan, publikasi
can kehumasan Unit Pengelola Perparkiran;

j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan inventaris
peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Perparkiran;

k. mengelola teknologi informasi Unit Pengelola Perparkiran;

I. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/
inventaris Kantor Unit Pengelola Perparkiran;

m. mengelola kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Perparkiran;

n. rnelaksanakan koordinasi pendataan dan penghapusan barang Unit
F-'engelola Perparkiran;

o. rnengoordinasikan penyusunan formula pemberian imbalan/jasa/
layanan kepada pegawai/karyawan dan juru parkir lingkup Unit
Pengelola Perparkiran; dan

p, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempa:

Subbagian Keuan9an

Pasal8

(1) Sul}Jagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola
Pel';::arkiran dalam pelaksanaan pengel:>laan keuangan/akunting dan
per·,mcanaan.

(2) Suobagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

C1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran/rencana bisnis anggaran dan Unit Pengelola Perparkiran
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen anggaranirencana
bisnis pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Perparkiran sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dan dokumen pelaksanaan ang;Jaran Unit Pengelola Perparkiran;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis, dokumen pelaksal~aan anggaran Unit Pengelola
Perparkiran;

e. rnenerima dan meneliti kelengkapan serta memprose~ Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);
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f. menerima dan meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM);

g. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan
pengelolaan Unit Pengelola Perparkiran;

h. ~enghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuang3n;

i. lTlenghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan
keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola
c--erparkiran;

j. rnelakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Unit Pengelola
Perparkiran;

k, rnengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis
kepada Bendahara Unit Pengelola Perparkiran;

I. rnenyusun perhitungan besaran tarif retribusi parkir dan biaya parkir; dan

b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan t'.Igas
Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penertiban

Pasal9

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penertiban rnerupakan Satuan KerJa Iini
Unit Pengelola Perparkiran dalarn pel;;ksanaan kegiatan pel.'3yanan
penertiban parkir.

(2) Sall.1an Pelaksana Pelayanan dan Penertiban dipimpin oleh "ec,rang
Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana c:imaksud pada ayat (:2) bukan
jabcdan struktural, diangkat dan diberhenti~an oleh Kepala Dinas atas usul
K.elj8la Unit.

(4) Sal;uan Pelaksana Pelayanan dan Penertiban mempunyai tugas :

:~. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan an9garanl
rencana bisnis anggaran Unit Pengel ~Ia Perparkiran sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. nlelaksanakan rencana strategis dan dl)kumen pelaksanaan anggaran/
rencana bisnis anggaran Unit Pengelcla Perparkiran sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun dan mengusulkan standar, prosedur pelayanGn dan
penertiban pada Unit Pengelola Perparkircln;

d. memfasilitasi kegiatan kerja sama dalam ran;lka pengelolaan perp:,rkiran;

E,. ;'nenyusun dan mengusulkan pemanfaatan can penggunaan perparkiran;

f. rnengendalikan, mengawasi dan menertibkan pelaksanaan ,3tandar
operasional prosedur perparkiran;

g. ;'nenyusun bahan perhitungan biaya jasa pelayanan;

~I. rnelaksanakan penertiban, pengend2 ian dan pengawasan tempat
rJarkir;
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i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas ;Jenertiban, pengendalian dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran;

j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
dalam tertib parkir;

k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan
dengan perparkiran;

I. melaksanakan pemungutan dan penyeturan penerimaan parkir;

m. rnelaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap pelan(~garan

~'enyelenggaraanperparkiran di luar badan jalan;

n. melaksanakan pemungutan, pembukuan dan penyetoran penerimaan
parkir;

o. I r:elaksanakan kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan, lingkungan
parkir, pelataran parkir dan gedung parkir milik Pemerintah Daerah dan
di luar badan jalan; dan

p. 'l~elaksanakan pelayanan perparkiran di lokasi parkir atas kerja sama
jengan pihak ketiga; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Pelayanan dan Penertiban.

Bagian Keenarn

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

(1) S8'(uan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini
Unit Pengelola Perparkiran dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana
dan sarana perparkiran.

(2) Sa':uan Pelaksana Prasarana dan SaranCl dipimpin oleh seorang Kepala
Satllan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jatatan struktural, diangkat dan diberhenti'.an oleh Kepala Dinas ala~. lIsul
Kepala Unit.

(4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana rnempunyai tugas :

a. !nenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran/
I'encana bisnis anggaran Unit Pengelola Perparkiran sesuai jengan
iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/
rencana bisnis anggaran Unit Penge!ola Perparkiran sesuai dengan
':ngkup tugasnya;

c. menyusun standar ketersediaan dan I:elaikan prasarana dan sarana
teknis perparkiran;

d. r,1enyusun standar dan prosedur penye.jiaan, pemeliharaan, perawatan
prasarana dan sarana teknis perparkira'1;

e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan p8ra'/Jatan
prasarana dan sarana teknis perparkiran;

1. melaksanakan monitoring dan eValu.3si ketersediaan dan ke:aikan
pl'asarana dan sarana teknis perparkiran;
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g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
teknis perparkiran;

h. melaksanakan pendataan prasarana dan sarana teknis perparkiran;

i. melaksankaan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan dan
penggunaan prasarana dan sarana teknis perparkiran;

j. l1lelaksanakan administrasi, perencanaan dan pengadaan tanda
retribusi parkir;

k. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan tanda retribusi parkir;

I. rnelaksanakan pengkajian potensi perparkiran;

rn. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan perparkiran;

n. mengkaji dan rneneliti serta menyusun forrnat kerja sama
penyelenggaraan perparkiran;

o. melaporkan dan mernpertanggungjawat kan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan _·nsur Pengilwas Internal Unit
I"engelola sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan dan' Transportasi yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah
(PPK-BLUD).

(2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalarn
me1aksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian,
f(ep'3la Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Unit Pengelola Perparkiran.

(3) Satuan Pengawas Internal rnelaksanakan tugas pengawasan internal
ttlrhadap pengelolaan dan pernanfaatan surnber daya (rnanusia, keuangan,
pel-:engkapan, standar dan prosedur pelayanan) Unit Pengelola Perparkiran.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana jimaksud pada ayat (1), Satuan
Pe'1gawas Internal mempunyai fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;

b. penyusunan program kerja pengawasan internal;

c. pelaksanaan kegiatan pengawasan int'.;rnal;

d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;

e. penyusunan dan penyarnpaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil
pengawasan internal yang dilakukan;

f. pernantauan dan evaluasi pelaksanaan rekornendasi tindak lar:ut hasil
pengawasan internal yang dilakukan;

g. pelaksanaan kegiatan pengawasan intemal yang diperintahkan Kepala
'Jnit;

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perneriksa/ptngawas
eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan

i. jJelaporan dan pertanggungjawaban p€laksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pengawas Internal.
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Pasal12

(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan

c. 1 (satu) orang Anggota.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan
Pengawas Intemal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. rnemiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tug as;

c: memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pengelola;

d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;

e. lidak pernah melakukan perbuatan terccla;

f. memiliki pendidikan formal minimal diplcma tiga (0111); dan

g. memiliki integritas.

(3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan
dib3rhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat
dia1gkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali rnasa tugas berikutnya

(4) Kep"la Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung
j::,v,ab kepada Kepala Unit.

(5) Sel;:ataris dan Anggota Satuan Pengawas Intemal berkedudukan di bawah
dan l:Jertanggung jawab kepada Kepala SatuLl1 Pengawas Internal.

(6) Oaiam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan
Anggota Satuan Pengawas Internal bertinclak sebagai Tim dan hasil
pengawasan serta rekomendasi tindak lal1jut lerhadap hasil pengawasan
yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.

(7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekrelariat
mclksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala
~atuan Pengawas Internal.

(8) Ke·,:entuan lebih lanjut mengenai pembenlukan dan rincian tugas Ketua,
~;ekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan
Ke!~[lla Unit.

Bagian Kedelap,m

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal13

(1) Unit Pengelola Perparkiran dapat mePlpunyai SUbkelompok clal)atan
Fu 19sional.
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(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Struktural Unit Pengelola Perparkiran.

Pasal 14

(1) Dal:,m rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fun'Jsional. dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola
Perparkiran sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
Perhubungan dan Transportasi.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsionai yang
berk13dudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayot (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat
Fungsional yang berkompeten (pengetahuan, keahlian) dan berintenritas

(4) I<et.:,ntuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola
Perparkiran diatur dengan Peraturan (;.Jbernur sebagai bag ian dari
pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan Transportasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal15

(1) Kepella Unit sebagaimana dimaksud da,<lm Pasal 5 ayat (1) r,uruf a
mer,~pakan Jabatan Struktural Eselon III.A dan hanya dapat dijabat oleh
Pe!)awai Negeri Sipi!.

(2) KepJla Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan
"a';al 8 ayat (2) merupakan Jabatan Str'.lktural Eselon IV.A dan hanya
dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipi!.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 16

(1) Dal'3m melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Pe'parkiran
wc,jib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang
L·ndangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/
UkPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swm;ta dalam rangka meningkatkan
!<irG,ja dan memperlancar pelaksanaan tllgas dan fungsi Unit Pengelola
Perparkiran.
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Pasal17

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala S<ltuan Pelaksana dan I<e;pala
Satuar Pengawas Internal pada Unit f'engelola Perparkiran wajib
melak~,anakan tugas masing-masing :3esuai dengan ketentuan
peratumn perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi. kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
efektivitas dan efisiensi.

Pasal18

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala SatuiJn Pelaksana dan Kepala Satuan
Pengawas Internal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib memimpin.
mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan
pet'Jrljuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing
masing.

(2) Ke~ala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan
Pe'";gawas Internal dan Pegawai pada Ur.it Pengelola Perparkiran wajib
mergikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal19

Kepu:a Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala
Satl:ar Pengawas Internal pada Unit Pengelola Perparkiran wajib mengawasi
dan rnengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta
mengambil langkah yang diperlukan apabila menemukan adsnya
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangs.1.

Pasal 20

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan
Pengawas Internal dan Pegawai pada Urit Pengelola Perparkiran 'A'ajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tlJ:jas kepada atasan I'lasing
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) At&,:an yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pellgambilan keputusan sesuai kewenangan rnasing-masing.

Pasal 21

(1) Se'~1 etariat Daerah melalui Biro Orgarl's8si dan RB melak~.ilnakan

pernbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan. pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Unit Pengelola Perr:;arkiran sebagai bag ian dan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanC'an. pelaporan dan reformasi
birJkrasi Dinas Perhubungan dan Transportasi.

(2) I<et;:mtuan lebih lanjut mengenai pembinaan kEllembagaan, ketatalaksanaan,
pel8::Joran dan reformasi birokrasi sebagaim"na dimaksud pada ayat (1)
c1icltiJr dengan Peraturan Gubernur.



14

BAB VII

KEPEGAWAIAf\1

Pasal 22

Unit I"engelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan dan
Transportasi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umurn Daerah dapat mempunyai Pegawai yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KE·rja.

Pasal23

(1) Penawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22 Iluruf a
me',:pakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pacl:') ayat (1), dilaksanakan sesuai de'1gan ketentuan peraturan
ptmmdang-undangan aparatur sipi! negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Perpi3rkiran
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi
dengan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 24

(1) Pe;)awai Pemerintah dengan Perjanjian Karja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
setagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
Ile!<;;l1tuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Perparkiran
rnendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoorclinasi
dengan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 25

(1) Un t Pengelola Perparkiran dapat rnempunyai Pegawai Non Aparatur Sipil
Ne;)ara.

(2) Peq3wai Non Aparatur Sipil Negara sebagcdmana dimaksud pada ayat (1),
merdpakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pengelola
Pel'~larkiran sebagai UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keu2ngan
8adan Layanan Urnum Daerah (PPK-BLUD).

(3) Pe'i\Jelolaan kepegawaian Pegawai I\lon Aparatur Sipil I~egara

sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangar, F'egawai Non Aparatur Sipil
NerJ''lra pada SKPD/UKPD yang Menerapkan Po!a Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
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BAB VIII

KEUANGAN

Pasal26

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran sebagai
Unit Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Pendapatan Operasional Unit Pengelola Perparkiran; dan

c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal27

Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksana'<an sesuai dengan ket'3ntuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuar.gan negara/daerah.

Pasal28

Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana di",aksud
dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perurrdang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.

Pasal29

Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
peruilClang-undangan.

BABIX

ASET

Pasal 30

(1) ASE·t yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Perparkiran sebagai
r;rasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksu'J pad a ayat (1) dilaksanakan
se~uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah dan ketelltuan peraturan penmdang
unclangan di bidang pengelolaan barang rrilik negara/daerah.

Pasal 31

(1) Pre.sarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk ppr.lberian.
hib2f"J dan/atau bantuan dari pihak ket.ga kepada Unit P',),lgelola
Pewarkiran dalam rangka pelaksanaan t:Jgas dan fungsinya mePJpakan
penc'H'imaan barang daerah.
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(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang rv1ilik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal32

(1) Unit Pengelola Perparkiran menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Ke~ala Dinas.

(2) Lap·Jran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

a. ',epegawaian;

b. kf)Uangan;

c. I<inerja;

d barang;

e.3kuntabilitas; dan

f. <egiatan.

Pasal 33

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Perparkiran mengembangkan
sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian
internal Dinas Perhubungan dan Transportasi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Perparkiran dilaksanakan oleh :

a. Lernbaga Negara yang mempunyai tuga!; rnemeriksa pengelolwln dan
t;m~;lung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN·I.AIN

Pasal 35

Formasi Jabatan Unit Pengelola diatur deng::m Peraturan Gubernur sesuai
denga,l kebutuhan, kemampuan keuangan Daerah dan prioritas Daerah.
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BABXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada setat Peraturan Gubernur inl mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor '110 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAER,L\H PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PRCVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62210

Salim'i~1 sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAE,~I;A;1;1~I&.HUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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